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Abstrak : Pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat masih 
bersifat patrilinial menunjukan bahwa pangangkatan anak baik dilakukan 
pada anak laki-laki maupun anak perempuan tidak dipengaruhi oleh sistem 
patrilinial, tidak ada prioritasnya. Pengangkatan anak lebih didasarkan pada 
kepentingan si anak. Pengangkatan anak telah dianggap sah bila dilakukan 
dengan cara adat masyarakat etnis tertentu tanpa harus melalui 
permohonan penetapan pengangkatan anak dipengadilan. Serta 
Kedudukan anak angkat adalah sebagai seorang anak yang dalam 
pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 
beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal ke orangtua angkat, 
berdasarkan putusan Pengadilan. Akibat hukumnya, anak angkat tidak 
bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ia 
mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi 
1/3 dari harta warisan. Namun pada hakekatnya bagian ini terlalu besar, 
sehingga dalam kenyataan ada yang memberinya sebesar 1/8 atau 1/10 
saja.  
 
Kata Kunci : Hak Waris, Anak Angkat, Harta Warisan, Hukum Islam 
 
PENDAHULUAN 
Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pasal 1 disebutkan bahwa ” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal  
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat 
diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) 
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sebagai penerus dalam keluarganya. 
Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan 
manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat 
kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.Akan tetapi tidak selalu 
keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga 
yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat 
(adopsi)2. 
Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di 
Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. 
Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 
hukum yang dianut didaerah yang bersangkutan. Keanekaragaman hukum 
yang mengatur masalah pengangkatan anak di Indonesia ini akan tampak 
jika   kita   teliti   secara   cermat   ketentuan-ketentuan   tentang    lembaga 
pengangkatan ini dari berbagai sumber hukum yang berlaku, baik hukum 
Barat dari BW dan hukum Adat yang berlaku di dalam masyarakat 
Indonesia, maupun hukum Islam yang banyak dianut masyarakat 
Indonesia. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum 
masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan  
problema masyarakat, terutama menyangkut masalah ketentuan  
hukumnya. 
Akan tetapi anak yang berkedudukan sebagai anak angkat, apakah 
                                                   
2 Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Cet. I (Jakarta : PT. 
Pradnya, Paramita), hlm. 33 
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ia berhak mewarisi harta dari orang tuanya, akan ditentukan oleh hukum 
adatnya masing-masing daerah hukum adat itu di pertahankan oleh 
penganutnya. Sedangkan hukum Islam semua anak yang berstatus anak 
angkat dan anak piara dimana saja ia tetap tidak dapat mewaris dari  orang 
tua angkatnya3. 
Ada beberapa sebab sehingga lembaga pengangkatan anak 
berkembang dalam masyarakat, antara lain : 
a. Karena tidak mempunyai anak; 
 
b. Karena belas kasihan terhadap anak yang mempunyai orang tua 
kandung tidak mampu, atau anak tersebut sudah yatim piatu; 
c. Hanya memiliki anak laki-laki saja atau anak perempuan saja; 
 
d. Sebagai pancingan agar dapat memiliki anak sendiri. 
 
Dengan adanya beberapa alasan yang ada dibeberapa daerah 
menyangkut   pengangkatan   anak   (adopsi)   ini   menandakan     terdapat 
keanekaragaman hukum adat yang mengatur masalah anak angkat, hal ini 
memberikan pengaruh pada kedudukan anak angkat demikian pula dalam 
hal pembagian warisannya. 
Dari uraian tersebut diatas motivasi pengangkatan anak  mempunyai 
hukum yang berbeda-beda. Akibatnya hukum yang penting adalah 
kekuasaan orang tua, hak waris, hak alimentasi atau hak pemeliharaan dan 
juga soal nama. Adanya pengangkatan anak tersebut mengakibatkan 
perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua 
                                                   
3 Ibid.,h. 48. 
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yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari 
perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan 
anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris 
terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut4. 
Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, 
pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab 
sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap 
orang tua sendiri.kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas yakni 
pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan 
antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas 
pada hubungan sosial saja5. 
 
Di Indonesia, ada tiga sistem hukum perdata yang berlaku dalam 
mengatur   permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum  itu 
adalah Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Barat 
(BW)6 . Untuk sementara pembahasan mengenai hukum Adat dan hukum 
Perdata tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan antara 
Kompilasi   Hukum   Islam   di  Indonesia.   Jika  yang  pertama   hukum  Islam 
ditempatkan sebagai blue-print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai 
kontrol juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu 
                                                   
4 Wardiaty WS, “T injauan Yuridis Te rhadap Anak Angkat Dalam 
Hubungannya Dengan Wasiat Wajibah Menurut Komp ilasi Hu ku m Islam”, Skripsi 
Program Studi Sarjana Fa kultas Huku m Universitas Gadjah Mada, 2008. 
5 R.Soeroso,Perbandingan Hukum Perdata, cet. ke- 4 ( Jakart: Sinar 
Grafika,2001), hlm. 176 
6 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum, 
(Jakarta : Bina Akasara, 2006), hlm.31 
Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris….. Harry A. Tuhumury 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2013 117 
 
Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; pertama, sebagai 
kontrol sosial dan kedua sebagai nilai komunitas masyarakat. Sementara yang 
kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu 
diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan 
politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif 
terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab  
kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan 
fungsi bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak 
memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan 
mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari 
penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. 
Menurut Cik Hasan Bisri, tema utama KHI ialah mempositifkan hukum Islam di 
Indonesia yaitu dengan melengkapi pilar peradilan agama, menyamakan 
persepsi  penerapan hukum, mempercepat  proses  Taqribi  Bainal  Ummah 
dan menyingkirkan paham private affairs7. 
Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwa 
pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda- 
beda sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta 
berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam Kompilasi Hukum 
Islam, Disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal 
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 
                                                   
7 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam, 2000 , hlm.27 
Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris….. Harry A. Tuhumury 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2013 118 
 
beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud 
bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang 
tua kandung.Sedang pengangkatan anak juga sering dilakukan  dengan  tujuan 
untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak 
memperoleh keturunan.Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di 
Jawa khususnya. Menurut istilah kepercayaan tersebut, dengan mengangkat 
anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu 
ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi 
yatim piatu, kekurangan yang tak kunjung henti-henti sehingga menjadi terlantar 
atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi 
nafkah.Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai 
pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat  
maupun orang tua asli (kandung). Sedang cara untuk meneruskan 
pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur 
sesuai dengan tujuan semula. 
Hal-hal tersebut di atas, membuat penulis ingin melihat lebih jauh makna 
filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang kian marak 
dilakukan dengan berbagai keinginan karena keberadaannya, menurut 
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  maupun  menurut  peraturan-peraturan  yang 
lain juga memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari 
orang tua angkat kecuali menurut Hukum Islam. Sehingga permasalahan yang 
dikaji adalah kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut Kompilasi 
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Hukum Islam, serta Pembagian Hak Waris terhadap anak angkat menurut 
Kompilasi Hukum Islam. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Anak Angkat 
 
Secara etimologi, pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda 
“adoptie” atau adop” adoption” dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab 
“tabbani” yang menurut Machmud Yunus dalam bukunya Kamus Arab 
Indonesia diartikan “ittkhadzuhu ibnan” yaitu menjadikan anak angkat. 
Menurut Poewardarminta W. J. S, dalam Kamus Umum bahasa Indonesia 
menyebutkan bahwa pengangkatan anak angkat berasal dari kata dasar 
“angkat” artinya membawa ke atas, kemudian di tambahkan awalan peng  
dan akhiran   an   yang   membentuk   maksud   kata   kerja   suatu   proses8.  
Jadi “pengangkatan” berarti suatu proses untuk membawa ke atas. 
Sedangkan kata “anak” berarti keturunan yang kedua artinya anak itu 
diambil dari lingkungan asalnya (orang tua kandungnya), dan kemudian 
dimasukkan dalam keluarga yang mengangkatnya (orang tua angkatnya) 
menjadi anak angkat. Sedangkan secara terminologi  dalam kamus umum 
bahasa  Indonesia dijumpai arti   anak angkat yaitu ”anak orang lain yang 
diambil dan disamakan dengan anak sendiri9. 
 
Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 
                                                   
8 Poewardarminta W. J. S,Kamus Umum bahasa Indonesia 
9 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2007).hlm. 51 
Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris….. Harry A. Tuhumury 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2013 120 
 
 
Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir 
sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan10. 
Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian.Hukum Islam secara  
tegas  melarang  adanya  pengangkatan  anak  yang mengakibatkan 
hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak  
pula  menyebabkan  hak  waris.Hal  ini  diterangkan  dalam  firman   Allah 
SWT. Dalam surat Al-ahzab (33) ayar 4 dan 511.  
Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri).yang demikian itu hanyalah perkataanmu 
dimulutmu saja.(Q.S. Al-Ahzab: 4)12 Panggilah mereka (anak-anak 
angkat itu)  dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah 
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui 
bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula- maulamu.Dan tidak ada dosa 
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi [yang ada 
dosanya] apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S.Al-Ahzab:5)13 
 
Sehingga  kemudian,  sebagai  realisasi  dari  semua  itu  dipandang 
perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan 
dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI. KHI Sesuai Inpres 
no.1 Tahun 1991 sebagaimana termaktub dalam dictumnya adalah perintah 
kepada Menteri Agama untuk menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam14. 
 
Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris  
                                                   
10 Amir Syarifuddin, 2008, Hukum Kewarisan Islam, Edisi 1, Cetakan 
Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 287. 
11 Departemen Agama RI, 2001, Al-Qur’an dan terjemahan, Gema Risalah 
Press, Bandung. 
12 Al-Quran Surat Al-Ahzab (33): 4. 
13 Al-Quran Surat Al-Ahzab (33): 5. 
14 Marzuki Wahid dan Rumadi, op.cit.170. 
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Pewarisan adalah proses penerusan dan pemindahan harta 
kekayaan material maupun non-material dari generasi yang satu kepada 
keturunannya. Dari pengertian itu, dapat diketahui bahwa dalam pewarisan 
itu meliputi unsur-unsur : 
a. Subjek, yaitu orang yang akan mewariskan harta bendanya yang 
disebut pewaris; 
b. Ahli waris, yaitu mereka yang digolongkan sebagai orang yang berhak 
menerima, menikmati, dan mengurus harta warisan yang diterima dari 
pewaris; 
c. Objek warisan, yakni sejumlah harta benda material maupun non 
material. 
 
Harta mana yang akan diwariskan kepada ahli waris yang disebut 
harta warisan; 
d. Proses pewarisan, yaitu proses dan prosedur tanah itu diwariskan 
kepada ahli waris oleh pewaris mereka. 
Di Indonesia, hukum yang mengatur pewarisan bersifat pluralis 
karena ada empat sistem hukum yang mengatur yaitu sistem hukum adat, 
sistem hukum barat yang diatur dalam BW, sistem hukum Islam yang 
bersumber pada Al- Qur’an dan Hadist Nabi, serta sistem hukum Nasional 
bersumber pada undang-undang dan yurisprudensi. Dalam Sistem Hukum 
Adat pun bersifat plural, karena dipengaruhi oleh bentuk dan sifat 
persekutuan hukum dimana hukum adat itu hidup, tumbuh, dan 
berkembang. 
Kedudukan Anak Angkat sebagai ahli waris ditegaskan oleh Putusan 
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Mahkamah Agung RI No. 37 K/ Sip/ 1959 yaitu Anak angkat hanya 
diperkenankan mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sedang 
terhadap barang pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi, 
selain itu juga hal terpenting dalam masalah warisan ini adalah unsur-unsur 
yang terkandung di dalam warisan itu sendiri, antara lain : 
1. Peninggal Warisan, yaitu orang yang wafatnya meninggalkan harta 
kekayaan atau harta warisan ; 
2. Ahli Waris ; adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau 
pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak 
mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. 
Adapun pengertian dari ahli waris yang lain adalah mereka yang 
menerima harta peninggalan suami atau istri dan anak-anak yang terdiri 
dari : 
a. Anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah 
kandungnya secara sah ; 
b. Anak tidak sah, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ; 
 
c. Anak tiri, adalah anak yang bukan hasil kandungan suami-istri yang 
bersangkutan tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan 
dikarenakan sebelumnya telah terjadi perkawinan di salah satu 
pihak; 
d. Anak angkat, adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak 
sendiri  oleh orang tua angkatnya dengan  resmi  menurut  hukum  
adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan 
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keturunannya dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan. 
3. Harta Warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh 
pewarisan setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Harta warisan 
sering disebut dengan waris saja. Harta warisan itu adalah harta 
kekayaan yang sudah bebas dari segala beban pewaris. Inilah yang 
menjadi hak ahli waris. 
 
Pembagian Hak Waris terhadap anak angkat menurut Kompilasi 
Hukum Islam 
 
Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai blue-print atau 
cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai social 
engineering terhadap keberadaan suatu Hukum Islam sebagai satu pranata 
sosial memiliki dua fungsi; pertama, sebagai kontrol sosial dan kedua sebagai 
nilai komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan 
produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi 
terhadap tuntutan  perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam 
konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa 
kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan 
hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi bagi kepentingan umat. 
Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau 
keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang 
muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum 
Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi 
dari semua itu perlu kiranya diadakan pembaharuan hukum Islam seperti 
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telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau disebut KHI. 
Hak waris anak angkat terhadap harta warisan yang tertera pada 
pasal 209 dalam kompilasi Hukum Islam adalah Anak angkat yang tidak 
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta 
warisan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Ayat Al-Qur’an Surat Al-
Baqarah ayat 180 yaitu Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 
kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, kewajiban atas orang-orang yang 
bertakwa” (Surat Al-Baqoroh: 180). 
Kata wasiat secara bahasa bermakna suatu bentuk perjanjian yang di 
buat oleh seseorang agar melakukan sebuah perbuatan, baik orang tersebut 
masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sedangkan secara istilah ( 
terminologi) para ulama’ mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang 
berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya 
setelah meninggalnya pemberi wasiat baik berupa benda atau berupa manfaat 
dari benda, dengan jalan tabarru’ ( sedekah). 
Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran KHI merupakan 
rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam 
makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: 
1. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur  
interaksi sosial,15 
                                                   
15 Hal itu dimungkinkan oleh makna the ideal law yang dapat menjangkau 
hukum yang hidup yang belum terangkat secara formal dalam instrumen norma seperti 
yang disebut the living law. Hal ini dapat dilihat dalam komentar Erlich tentang aspek sosial 
hakim sebagai norma sosial yang actual mengatur masyarakat dalam berbagai aspek, 
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2. Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional 
ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan 
hukum, 
3. Responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan 
 
4. Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan 
kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang 
hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. 
Ragam makna kehidupan itu, akan dapat dipahami dengan mengerti 
bagaimana KHI tersebut ada dan diberlakukan di Indonesia, menjadi salah  
satu bentuk peraturan yang mangatur serta menata kehidupan masyarakat 
sebagaimana mestinya. 
Kedudukan anak angkat adalah sebagai seorang anak yang dalam 
pemeliharaannya kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan 
sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal ke orangtua 
angkat, berdasarkan putusan Pengadilan. Akibat hukumnya, anak angkat 
tidak bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi 
ia mewaris dengan jalan  hak wasiat wajibah dengan ketentuan tidak 
melebihi 1/3 dari harta warisan. Namun pada hakekatnya bagian ini terlalu 
besar, sehingga dalam kenyataan ada yang memberinya sebesar 1/8 atau 
1/10 saja.Pertimbangan-Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh 
hakim Pengadilan Agama berdasarkan maslahah mursalah yaitu untuk 
                                                   
dalam Dennis Liyod, the ideal of law, (England: Penguin books, Harmondsmorth, 
Middelsex, 1985), hlm. 209. 
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kesejahteraan anak, pelengkap kebahagian orang tua angkat yang tidak 
mempunyai anak serta untuk membantu orang tua asal yang kurang 
mampu mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut. 
Dalam penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf h, yang 
mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan 
untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih 
tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan Pengadilan; 
Seseorang melakukan pengangkatan anak ada faktor yang melatar 
belakanginya. Disini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang 
dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu M. Budiarto, SH. 
(1991:16) dalam bukunya “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum”, 
bahwa faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu: 
1) Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari 
pemerintah. 
2) Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak 
mempunyai anak. 
3) Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah 
mengangkat anak atau sebagai “pancingan”. 
4) Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah 
dipunyai. 
 
5) Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan 
sebagainya. 
Pengangkatan anak menyangkut nasib anak yang harus dilindungi, 
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sebab anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cta 
perjuangan bangsa. Anak mempunyai peran yang strategis dalam 
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, 
oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 
maupun sosial dan berakhalak mulia. Oleh sebab itu juga pengangkatan 
anak harus menjadi pokok perhatian perlindungan anak, serta 
pelaksanaannya harus diamankan oleh hukum perlindungan anak demi 
perlakuan adil dan sejahtera bagi kehidupan anak. Pengangkatan anak 
akan mempuyai dampak perlindungan anak apabila syarat- syarat seperti 
dibawah ini dipenuhi, yaitu; 
1. Diutamakan pengangkatan anak yang yatim piatu 
2. Anak yang cacat mental, fisik, sosial, 
 
3. orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu 
mengelola keluarganya 
4. bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga anatara anak dan 
orang tua kandung sepanjang hayatnya 
5. hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya. 
Permasalahan pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit 
dan dapat membuat anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri menjadi 
korban non struktural dan struktural. Oleh karena itu Mahkamah Agung 
tidak  menutup mata dengan banyak masalah yang terjadi pada 
pengangkatan anak sehingga aturan yang dulu dipakai Surat Edaran 
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Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1979, disempurnakan lewat Surat 
Edaran Mahkamah agung (SEMA) No. 6 tahun 1983. 
Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 
pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) 
harus memperhatikan : 
1. Syarat dan bentuk surat permohonan yang diajukan. 
 
2. Isi surat permohonan, dimana disebutkan dasar (motif) yang mendorong 
diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut. 
Hal  lain juga, harus menunjukkan bahwa permohonan 
pengesahan/pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan 
si anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan hari depan 
si anak setelah pengangkatan anak calon orang tua angkat atau si 
pemohon adalah: 
a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua 
kandung dengan orang tua angkat (private adoption)diperbolehkan. 
b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak 
terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent 
adoption) diperbolehkan Syarat bagi calon anak yang diangkat: 
1. Jika si anak yang akan diangkat berada dalam asuhan suatu  yayasan 
sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan 
yang bersangkutan telah dizinkan bergerak di bidang kegiatan 
pengangkatan anak 
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2. Calon anak yang akan diangkat harus juga mempunyai izin tertulis dari 
Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan 
untuk diserahkan sebagai anak angkat. 
jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa 
anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang 
mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak 
mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya. 
Tersebut dalam pasal di atas, menegaskan: 
1. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan: 
- pemeliharaan hidup sehari – hari; 
- tanggung jawab biaya pendidikan, 
2. Keabsahan statusnyapun harus berdasar keputusan Pengadilan. 
3. Kemudian dalam pasal 209 memberikan hak wasiat wajibah 1/3 
kepada anak angkat. 
Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si 
anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, 
serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. 
Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara 
moral. 
Akan tetapi, dapat pula diwujudkan dengan materiil. Oleh karena itu, 
berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula 
orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. 
Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui 
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wasiat  wajibah. 
Adapun, dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap 
surat al- Baqarah 180, masih muhkam. Ayat tersebut berbunyi: “Diwajibkan 
atas  kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) 
maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak 
dan karib kerabatnya (walidayn dan aqrabin) secara ma’ruf (ini adalah) 
kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.” 
Pembagian warisan dalam hukum Islam menganut beberapa asas 
kewarisan, antara lain16: 
a. Asas Ijbari 
b. Asas Bilateral 
c. Asas Individual 
d. Asas keadilan berimbang 
e. Asas kewarisan akibat kematian 
f. Asas personalitas ke-Islaman 
 
Adapun dalam persoalan mengenai pembagian warisan dapat 
dicatat beberapa hal penting, yaitu: 
a. Pembagian warisan dengan cara damai 
 
Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah 
meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang 
dalam pengertian hukum Islam berlaku secara Ijbari. Hal ini berarti 
peralihan harta dari seseorang   yang  meninggal  dunia  kepada  ahli  
warisnya  berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa 
                                                   
16 Supriatna, “Hukum Kewarisan”  makalah dalam kuliah Fiqih Mawaris, 
hlm. 7-9. 
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digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya17. 
Namun, hal tersebut oleh KHI tidaklah dipergunakan secara 
mutlak. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa: Para ahli waris dapat 
bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan 
setelah masing–masing menyadari bagiannya. 
Terhadap cara tersebut memang ada sebagian pendapat yang 
mengatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai 
praktek dari sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan 
penyelesaian warisan dengan ketentuan nas/syar’i, tetapi dalam 
kenyataannya mereka membagi-bahkan dengan cara hibah- berdasar 
perdamaian, dan kadang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Yang 
demikian Ahmad Rofiq berpendapat bahwa cara penyelesaian berdasar 
perdamaian tidak secara otomatis dapat dikatakan sebagai sikap 
mendua, karena selain perdamaian (al-sulh) merupakan term Qur’ani 
(QS. an-nisa’, 4:128, al-Anfal, 8:1, al-Hujarat, 49:9, 10), juga ia efektif 
untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian 
harta benda (warisan) tersebut18.[75] Karena itu menarik apa yang 
dinasihatkan oleh Umar Ibn al-Khattab kepada kaum Muslimin agar di 
antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. 
Perdamaian dapat tetap berpegang pada bagian yang telah 
                                                   
17 http;//www.texassweetheart.blog.friend.com, “Adopsi legal dan Ilegal” 
diakses pada tanggal 13 Desember 2012. 
18 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di indonesia, cet. ke-1, 
(Yogyakarta: Gama   Media, 2001), hlm. 115. 
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ditentukan atau penyimpangan boleh menyimpang dari ketentuan 
tersebut dengan syarat sebelum dibicarakan pembagian, kepada 
seluruh ahli waris terlebih dahulu  dijelaskan dengan terang berapa 
bagian yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan 
Islam. Apabila mengandung cacat pemaksaan , tipu muslihat dan salah 
sangka tentang furudhul muqaddarah, maka kesepakatan penbagian 
tidak sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat 
menuntut pembatalan kesepakatan pembagian tersebut. Dengan 
demikian meskipun Kompilasi membenarkan kebolehan penyelesaian 
pembagian melalui cara perdamaian, penyelesaiannya harus benar – 
banar murni berdasarkan kesepakatan kehendak bebas. 
b. Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup 
 
Pasal 187 KHI menyatakan: “(1) Bilamana pewaris meninggalkan 
harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para 
ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian 
warisan dengan tugas: (a) mencatat dalam suatu daftar harta 
penianggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang 
kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu 
dinilai harganya dengan uang, (b) menghitung jumlah pengeluaran 
untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175    ayat 
(1) sub a, b, dan c; (2) Sisa dari pengeluaran dibagikan kepada 
ahli waris yang berhak. Dirinci lagi dalam pasal 188: Para ahli waris, baik 
secara bersama –bersama atau perorangan dapat mengajukan 
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permintaan kepada ahli waris yang lain untuk malakukan pembagian 
harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui 
permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan 
melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. 
Pada prinsipnya pembagian warisan semacam ini didasarkan 
pada musyawarah antar ahli waris yang berhak mewarisi. Ini sejalan 
dengan cara yang pertama, yaitu pembagian dengan cara damai. 
c. Penggantian kedudukan, Mawali / Plaatsvervullings 
 
Mengenai ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu: 
“(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam pasal 173, dan (2) bagian ahli waris pengganti tidak 
boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang 
diganti.” Ketentuan ini boleh  jadi merupakan pengejawantahan dari 
gagasan Hazairin yang dicatat dalam sejarah hukum Islam di Indonesia 
sebagai yurisprudensi atau ahli hukum yang gigih memperjuangkan 
hukum waris bilateral. Secara konsepsional, konsep penggantian  
kedudukan   atau   mawali   yang  dikemukakan  Hazairin   mirip dengan 
syi’ah, yang menempatkan cucu garis perempuan sebagai ahli waris19. 
Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris Zawi al-Arham, 
dekat dengan wasiat wajibah dalam Hukum Waris Mesir, Syiria, dan 
                                                   
19 Lihat Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits, 
(Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 27-30. 
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juga Maroko. Akan tetapi dalam KHI diperkecil lingkupnya sehingga 
wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat.  
Melihat ini nampaknya KHI telah mengakomodasi cara pemberian 
bagian warisan dengan penggantian kedudukan menurut KUH Perdata, 
yang disebut Plaatsvervulling. 
Sedangkan Pengaturan Hukum Kewarisan Menurut Hukum 
Perdata Barat Berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Perdata 
(Burgerlijk Wetboek),  yang terdapat pada pasal-pasal yang mengatur 
tentang bagian mutlak oleh Undang-undang dimasukkan dalam bagian 
tentang hak mewaris menurut wasiat20 (testamentair  erfrecht),  yaitu  di  
dalam  Pasal  913,  914,  916   dan seterusnya.  Suami-istri  menurut  
Undang-undang  mendapatkan  bagian sama besarnya dengan bagian 
seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi dia tidak berhak atas bagian 
mutlak (legitiemeportei), karena suami istri tidak termasuk garis lurus, 
baik keatas maupun kebawah seperti halnya juga saudara-saudara dari 
pewaris tidak berhak mendapatkan legietiem portei atau bagian 
mutlak21. 
Agar lebih jelas diuraikan lagi disini.Suami atau istri yang hidup   
terlama, anak-anak beserta keturunannya dalam garis ke bawah 
baik sah maupun tidak sah, dengan tidak membedakan laki-laki 
atau perempuan, dan dengan tidak membedakan urutan 
kelahiran22. 
                                                   
20 http://Cyntia P. Dewantara, S.H., M.Kn.Pengacara-Hukum-
Properti/Modul-Hukum-Perdata- Bagaimana-membagi-Hak-Waris-Terhadap-anak-
adopsi.pdf diakses 19 desember 2012 
21 Surani Ahlan Syarif,dalam inti sari Hukum Warismenurut Burgerlijk 
Wetboek(KUH Perdata), Jakarta:Gralia Indinesia)/h.10 
22 R. Subekti, pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta:Intermasa Cet, ke-19 
1984),hlm 96. 
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jika anak kandung masih ada maka anak angkat mendapat 
warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat 
merasa takut anak angkat tidak mendapat bagian atau mungkin tersisih 
sama sekali karena anak kandung menggunakan hukum Islam, maka 
biasanya orang tua angkat tersebut memberi bagian harta warisan 
kepada anak angkat sebelum ia wafat dengan cara penunjukan atau 
hibah23. Kendati demikian anak angkat itu berhak mewarisi dari orang 
tua angkatnya tetapi ia tidak boleh melebihi anak kandung sebagaimana 
keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 nomor 37 
K/Sip/1959 yang menyatakan “bahwa anak angkat hanya diperbolehkan 
mewaris harta gono-gini, sedang dari harta asal tidak berhak mewarisi”. 
Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata di 
bangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai 
seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut 
sebagai berikut; 
1. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum 
2. Hak-hak anak dalam hukum 
 
Dalam hukum perdata khususnya pasal 330 ayat 1, mendudukan 
anak sebagai berikut “belum dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin....dst” dalam 
pasal 330 ayat 3, mendudukkan anak sebagai berikut “seorang yang 
                                                   
23 www.kpai.go.id/download/doc_download/2-melawan-trafficking.html, 
“Melawan  Trafficking”diakses pada hari selasa, tanggal 16 Desember 2012 
Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris….. Harry A. Tuhumury 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2013 136 
 
belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan 
berada dibawah perwalian....dst” pengertian anak disini disebut sebagai 
istilah “belum dewasa’ dan mereka  yang berada dalam pengasuhan 
orang tua dan perwalian. Pengertian yang dimaksud sama halnya 
dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang- undang No1 tahun 
1974 tentang perkawinan, yurisprudensi, hukum adat, dan hukum islam 
pengertian anak ditetapkan sama makna dengan mereka yang belum  
dewasa  dan  seseorang  yang  belum  mencapai  usia  batas   legitimasi 
hukum sebagai hukum atau layak subjek hukum normal yang ditentukan 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam 
babsebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pengangkatan anak dalam pelaksanaan pengangkatan 
anak dalam masyarakat masih bersifat patrilinial menunjukan bahwa 
pangangkatan anak baik dilakukan pada anak laki-laki maupun anak 
perempuan tidak dipengaruhi oleh sistem patrilinial, tidak ada 
prioritasnya. Pengangkatan anak lebih didasarkan pada kepentingan si 
anak. Pengangkatan anak telah dianggap sah bila dilakukan dengan 
                                                   
24 Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan Perlindungan Anak, Grasindo, 
Jakarta, 2000, hal. 1 
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cara adat masyarakat etnis tertentu tanpa harus melalui permohonan 
penetapan pengangkatan anak dipengadilan. 
2. Kedudukan anak angkat adalah sebagai seorang anak yang dalam 
pemeliharaannya kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan 
sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal ke orangtua 
angkat, berdasarkan putusan Pengadilan. Akibat hukumnya, anak 
angkat tidak bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua 
angkatnya, tetapi ia mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah dengan 
ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Namun pada 
hakekatnya bagian ini terlalu besar, sehingga dalam kenyataan ada 
yang memberinya sebesar 1/8 atau 1/10 saja. Ada lain pendapat bahwa 
anak angkat baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga 
angkatnya mempunyai hak pemeliharaan  yang sama dan mewaris 
bersama-sama dengan ahli waris dari orang tua angkat seperti layaknya 
anak kandung, namun bagiannya tidak ada  ketentuan yang pasti. Hak 
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